
BUPATI TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR ] TAHUN 2022 

TENTANG 

PERU BAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2021 
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBERIAN HIBAH 

DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH 

Menim a g 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahwa sebagai upaya mewujudkan peran serta Badan, 
Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dalam 
peningka tan pembangunan Daerah melalui pemberdayaan 
ekonomi masyarakat, dipandang perlu mengatu r alokasi 
penggunaan hibah yang diterima oleh Badan, Lem baga dan 
Organisasi Kemasyarakatan untuk pemberdayaan ekonomi 
masyarakat; 

b. bahwa dalam ran gka pengaturan alokasi penggunaan hibah 
sebagaimana dima ksud dalam huruf b , dipan dang perlu 
dilakuka n penyesuaian ata s Peraturan Bupati Ta sikmalaya 
Nomor 22 Tahu n 2021 tentang Pedoman Pengelolaan 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati ten tang Perubahan Atas Peraturan Bupati 
Tasikmalaya Nom or 22 Tahun 2021 ten tang Pedoman 
Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari An ggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

1. Undang-Undang Nom or 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 4 Tahun 1968 ten tang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa barat (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 , Tambah an 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 285 1); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
undang Nomor 2 Tahun 2020 ten tang Penetapan Peraturan 

emerint e gganti Unda -Undang Nomor 1 
Tahun 2020 ten a g K ·jakan Keuang Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemi 
Corona Virus D isease 2 019 (COVID-19) dan/at Dalam 
Rangka Menghad api Ancaman yang Mem ah akan 
Perekonomian asional dan/ atau Stabilitas Si tern 
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran e ara 
Republik Indonesia ahun 2020 Nomor 134, Ta ahan 
Lembaran Negara Republik Indone ia Nomor 6516) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 t ntang 
Perbendah aan Negara ( mbaran egara Republik 

2 004 ornor 5 , Tam bahan Le . baran 
d eSla 5 la a telah 

Ta u n 2020 
ten ta g P nggan ti 
Un dang- om or 1 Tahun 202 tentang Kebijakan 
Keuanga StabTta s istem eu ang untuk 

C ro a Virus Diseas 2019 
Dalam Rangka Me ghadapi Ancaman 

yang Memba a kan erekon mian Na siona an/atau 
S a bili a s istem eua gan e j adi Und g-Undang 
(Lembaran Negara Rep b l"k Indo eSla T n 2020 
Nomor 34 , Tambaha m bara Nega a Republik 
n dones ia m or 6 5 16) ; 

4. Un dang-Un dang 0 or 17 ahu n 201 3 ten tan g Organisasi 
Kema yarakatan Le baran N gara ep blik Indonesia 
Tahun 20 13 Non or 116, Tamb an Lembaran Negara 
Rep blik donesi omor 5 30) sebagaimana telah diubah 
dengan U_ dang-unda g Nom or 16 Tahun 2017 tentang 
Penetapan Pe a tu an Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6139); 

5 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 



3 

Tahun 2020 ten tang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan 

'k d es Nomor 4972) 
a ah erakh'r n gan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 20 18 tentang 
Perubahan Kedu a Atas Per c: turan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kep da Partai 
Polit ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah n 18 
Nomor 1, ba a n Lembaran Negara Republik In d o esia 
Nomor 6177); 

7. Peraturan Pemeri tah Nomor 2 Ta hun 2012 tenta g ibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indone 'a Ta u n 2012 

8 . 

9 . 

Nomor 5 , ambahan Lembar Negar epublik Ind onesia 
272 ; 

Negara 
Perat a 
Tahun 20 
Tunai; 

emeri tah omor 2 

2 , 
epublik Indonesia Nomor 632 ); 

o 9 tentang 
ga a epublik 

n Lembaran 

P e 'den Re ublik Indonesia No or 63 
tentang Penya ran antuan Sosial ... e ara Non 

10 . Peratu an Me ri Dala 1. Negeri N m or 77 ah -n 2020 
ten ta n Pe oman Teknis Pe gel I nK u angan Daerah 
(B r i N gara Repu ik Ind n ,s ia 2020 
Nomor 81 ; 

11. Peratu ra n Daer h Kabu paten Tasikrnalaya Nomor 8 
Tahun 20 13 te a ng Pe yelenggar an Pe anggulangan 
Ben cana (Lem Daerah Kabu ate Tasikmalaya 
Tahu n 2 13 Nomor 8); 

12. Pera turan Dae a Kabup en Ta sikrnalaya Nomor 1 
Tahun 2 6 ntang Tata Cara Pembentukan Produk 
Hukun Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomo ); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 3); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikrnalaya Nomor 7 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
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Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3); 

MEMUTUSKAN: 

PERATU U T TE T NG PE H ATA PERATURAN 
BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 202 1 TENTANG 
PEDOMAN PE NGE ..I0 LAAN P MBERIAN HIBAH DAN ANTUAN 
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PE DA ATAN 
DAN BELANJA DAERAH . 

Pasal I 

Ketentu n alam Peraturan Bupati Nom or 22 Tahun 20 ten tang Pe ' oman 
Pengelol an Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari A ggaran 
Pendapatan dan Belanja aerah ( erita Daerah Kab paten Tasi malaya 
Tahun 2 21 Nomor 22) diubah sebagai e rikut: 

1. Keten t Pasal 1 diu bah 'ngga be bun 

Pasal 1 

Dala . Peraturan Bupati 'ni, yang dimaksud dengan: 
1. a erah ad alah Daer Kabup ten Tas' m alay . 
2. e erintah Daerah a d B ti sebagai unsu peny lenggara 

Pe erintahan Daera y g m mlm 111. pelaks a urusan 
p m erintahan yang me . adi kew nanga d er otonom. 

3. B P ti a dalah Bupa ti Tasikmala a. 
4. Se e aris Daerah adalah Sekretari Dae ah Kab pa en Tasikmalaya. 
5. Keu g n Daerah a alah sem a ak an kewa 'iban Daerah dalam 

rangka p nyele ggaraa Pemerint an Da rah y ng dapat dinilai 
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang apa dijadikan milik 
Daerah berhu bung dengan hak dan ke ajiba Dae ah. 

6. Perangkat Dae a alah uns pe bantu Bupati dalam 
penyelenggaraan urus p me 'ntah yang menjadi kewenangan 
daerah. 

7. Anggaran Pendapatan dan Be anja Daerah yang selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya 
disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang 
urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang melaksanakan 
pengelolaan keuangan Daerah. 

9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut 
Kepala BPKPD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai Bendahara Umum Daerah. 
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10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD 
adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan 
Bupati dalam rangka penyusunan APBD. 

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) 
tahun. 

12. Prioritas dan afon gga a g jutnya disingkat 
PPAS adalah program prio mak . m al anggaran yang 
diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap progr m an kegiatan 
seba a i acuan alam pe yusuna n renca a k rja n anggaran 
Perangkat Daerah. 

13 . Rencana Kerja dan Anggaran ya ng selanjutnya disingkat R a alah 
okumen ang memuat renca pendapatan dan belanja Perangkat 
aerah a tau dokumen yang m em uat rencana pendapatan, bel j , dan 

P mb· ayaan Perangkat Daerah ang melaksa nakan fungsi b n ahara 
u urn daerah yang digunak sebagai dasar penyusu a n rancangan 
APBD. 

14. D urn n P lak aan aran yang selanjutny disingka t DPA 

15. 

adalah m en yang me a t en apa an 
Daerah a tau oku n ang m t 

em iayaan Perang aerah yang 
umum daerah yang digunaka n sebagai 

leh penggun a anggara . 

P angkat 
bel nja , dan 

dahara 
laksanaan ggaran 

ibah adalah bantu a berupa u a ng, ba g, ani atau jasa y g berasal 
. ari Pem erintah sat, emerin ta h Daerah I i , masyarakat, d n badan 

u s( ha dalam negeri a ta lu ar e eri ya g fdak men ik t untuk 
m e u jang pening at pe yelen ggaraan u pem nn . an yang 
m Jn·adi kewen a n ga n ae ah sesu · en an et n tu eraturan 
perundan -u n dangan. 

16. Naskah Pe ja njian Hi ah Daer h ya n g selanjut ya d· sin gkat NPHD 
adala askah perja ·ian i ah y ng be su er da ri Anggaran 
Pendapa tan dan Belanja Da antara Pemerin ah Daerah dengan 
penerima Hibah. 

17. Organisasi kem a syara atan sel ·utnya isebut Ormas adalah 
organisasi yang didiri n d uk 0 eh masyarakat secara sukarela 
berdasarkan kesamaan as ira i, kehendak, kebutuhan, kepentingan, 
kegiatan, dan tujuan untuk partisipasi dalam pembangunan demi 
tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

18. Bantuan sosial adalah bantuan berupa uang dan/atau barang kepada 
individu, keluarga, kelompok danl atau masyarakat yang sifatnya tidak 
secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari 
teIjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat 
berkelanjutan. 

19. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara 
lang sung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan 
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pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia , 
terlantar, eaeat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawa n 
yang tidak mampu. 

20. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan seeara 
langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional 
untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, 
bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian 
kepada yatim pia e ak . kel m pok masyarakat 
kurang ampu. 

21. Risik sosial adalah kejadian atau peristiwa yang m e pakan dampak 
d ri risis sos· aI, krisis e onom.i, kri i politik, benea a lam atau 
be cana nonalam yang apabila tidak diberikan bantuan Sl akan 

erakibat lebih buruk. 
22 . elanja Tidak Terduga adalah ngeluaran anggaran atas beb BD 

tuk keperluan darurat term a su k keperluan mendesak ya g tidak 
da pat diprediksi sebelumnya. 

23. T bahan Uang Persediaan adalah tambahan ua m u k yang 
diberikan kepada bendahara penge u an/ben ara pengeluaran 
pe b u u t 4 em b ·ayai engeluaran atas el ks' naan AP D yang 
tidak eu didanai ari ua g pe sediaan e aktu alam 1 
(sa tu) bu lan. 

24. em berdayaan onom m sy rak a a s g aya untuk 
mewujudkan kesej hteraan asyarakat, yang bertuj an untuk 
mem otivasi agar rna a akat memi ·ki kemandirian, kesad an dan 
m iningkatkan mu tu pereko omian m sy akat m lalui p mberian 

antuan berupa ang, barang at u jas . 

2 . Keten tu an Pasa11 diu bah hingga erbu y1 ba ai berik t : 

Pa all 

(1) Penyalu a n hibah d lam b ntuk uang dilaksanak engan eara 
pembayaran langsung sesuai d ng ket nt an pe a turan perundang­
undangan. 

(2) Hibah dalam bentu ua g sebagaimana d·m aks pada ayat (1) yang 
diterima oleh Badan dan Lembaga serta Ormas dengan pagu hibah 
paling sedikit Rp25.000. 00, 0 (du a puluh lima juta rupiah), diatur 
penggunaannya untuk pember ayaan ekonomi masyarakat paling 
sedikit 20% (dua puluh per seratus) dari pagu hibah. 

(3) Pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan dengan memberikan bantuan berupa uang paling 
sedikit Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap orang. 

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
dieantumkan dalam NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 
pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b. 
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3. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal22 

(1) Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya baik formal maupun 
material atas hibah yang diterimanya termasuk apabila terjadi delik 
hukum pidana atau perdata. 

(2) Penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada 
Bupati pa ing lambat 1 (satu) bu an se e ah pe aksa kegiatan atau 
paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari t u n anggaran 
ber'kutnya u n tuk pencairan h iba h i bu lan Des mbe , kecuali 

(3) 

(4) 

ite tukan lain sesuai dengan peraturan perun dang-undangan. 
aporan pertanggungjawaban 
ada ayat (2 melipu ': 

laporan penggunaan hibah; 

nerima hibah sebagaimana m sud 

b . surat pemyataan tanggung jawab yang menyatakan bah a hibah 
ang diterima te1ah digunaka sesuai NPHD; dan 

c. bukti pengeluar yang lengkap dan sah sesuai peraturan 
erun dang-undanga n ba i penerima hibah berupa u arlg atau 

salinan bukti se a . a baran ata . asa bagi p enen m hibah 
berupa bara g tau 'a a. 

e1ain lapora n per ang ngjawa b eb mana 1 

yat (3), Badan dan Lembaga erta Ormas peneri hibah 
a k s d pada 
al bentuk 

(d a puluh u a dengan a h ' a paling sedikit Rp2 . 00. 
lim a juta rupiah) ela pirkan: 

notula /risal rapat pene apan peneri a 
e 0 omi m asyarakat; an 
Kep tusan Pimpina Ba anJLem ag /0 as 
antuan pe berda aan e {: n om i m asyaraka 

Kartu Tanda Pe u d k dan {; to a tiv' ta usaha. 

a n pe berdayaan 

men en penenma 
il n g a pi dengan 

(5) Bukti pengelu aran yan len a p dan sah sesu ai eratura n perundang­
undanga bagi pen eri a hibah berup u ang atau sa in a bukti serah 
terima arang a tau ja~ a bagi nerima hib berupa arang atau jasa 
sebagaimana d ' ak ud p ada ayat (3) h u ruf c disimpan dan 
dipergunakan 01 h pen rima selaku objek pemeriksaan. 

(3) Dalam hal penyalu a u penyer a n hibah dilakukan secara 
bertahap, maka penyalura a tau penyerahan tahap berikutnya dapat 
dilakukan sete1ah laporan pert ggungjawaban penerimaan hibah tahap 
sebelumnya selesai. 

(4) Dalam hal penerima hibah tidak menyampaikan pertanggungjawaban 
penggunaan hibah sampai dengan batas waktu yang ditentukan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan 
dimasukan ke dalam daftar hitam untuk tidak dapat menerima hibah 
paling cepat se1ama 5 (lima) tabun berikutnya. 

(5) Daftar hitam sebagaimana dimaksud pad a ayat (5) ditetapkan oleh 
Perangkat Daerah terkait. 
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(6) Dalarn hal penggunaan hibah berupa uang tidak dipergunakan sesuai 
dengan peruntukan oleh penerima hibah sebagaimana tereantum dalam 
NPHD dan rene ana anggaran biaya sehingga terdapat un sur kerugian 
keuangan daerah, maka penerima Hibah wajib mengembalikan uang 
sebesar jumlah kerugian keuangan daerah ke kas daerah. 

(7) Penerima hibah wajib mengembalikan besaran uang yang tidak 
dipergunakan danJatau sisa lebih penggunaan belanja ke kas daerah. 

4. Ketentuan Lampiran II diubah. 

5. Ketent an arnpiran III diubah. 

Pasal II 

Peraturan Bupati in' mulai berlaku pad anggal diundangkan. 

Agar s ,tia p 0 ang dapat menget uinya, m emerintahkan pengu ndangan 
Peratura Bu pati ini dengan penemp tannya dalarn Berita Daerah a b paten 
Tasikmalay . 

Ditetapkan di Singaparna 
pa a t a ggal 4 . .TImu i 202~ 

{,foUPAT 

Diundang an di Singaparna 
pada tang al Januaci.. 2022 

SEKRETA 
KABUPATEN ASIKMALAYA, 

MO 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAY TAHUN 2022 NOMOR 3 



LAMPIRAN II 

NOMOR 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

~ TA1ruN 022! oJ-

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH 

A. FORMAT NPH D H IBAH B E B E NTUK UA G 

NASKAH PERJANJ AN HIBAH DAERAH 
ANTARA 

PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA 
E NGAN 

NOMOR : 
NOMOR: .. ... .... ... .... .. .............. . ....... . 

Pada h ari ini, ... .. ...... ... anggal ....... ... . an ......... ........ ahun D a 
( ..... - .. ... -20xx), yang bertandatang dib aw ini : 

G) 

1. . . . . .. . ... .... . . . ... .. .. . ... .... . Ke ala SKPD ...... , dalam hal ini bertind untuk 
dan a tas am Pemerintah Ka bupaten 
Tasikmalaya, be ked dukan di J alan 

sikmalaya, s elanj tnya disebut E SATU . 
2 .... .. .. .. .. .... .... .. ..... ..... . . ...... ... .... .. ...... . .. ... , dal hal i . berti ak untuk 

dan atas n am ............ .. . , eralamat di J alan 
...... .. .... ...... selanj tnya . sebu t PIHAK KEDUA. 

Dengan erpedoman pada : 
1. Peraturan Pem erintah N mor 2 ahu n 2 2 te tang Hib Dae ah. 
2. Peraturan M nteri Dalam N geri om or 77 ahun 2 20 te tang edoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Dae ah; 
3. Peraturan Daerah Kab aten Tasikmalaya Nomo ... . ahun 20xx ten tang 

Anggraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ..... ; 
4. Peraturan Bupati Tas' ala a Nomo ... .. ahun 20xx tentang Penjabaran 

Anggraan Pendapatan dan Be ja Daerah Tahun Anggaran .... ; 
5. Peraturan Bupati Nomor .... . Tah n 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah 

dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

6. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: .. .. ...... tentang Pemberian Hibah kepada 
......... ... ....... . Tahun Anggaran 20xx. 

PlHAK KESATU DAN PlHAK KEDUA SEPAKAT untuk membuat dan mengikatkan 
diri pada petjanjian tentang Pemberian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat­
syarat sebagai berikut : 

Pasal 1 
Identitas Penerima Hibah 

Penerima Hibah Daerah dalam petjanjian ini adalah ........ . ... .. ........................ . 
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Pasal2 
Tujuan Hibah 

Pemberian Hibah Daerah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA harus 
dipergunakan untuk mendanai .. . ........ . .. . ......... .. ... ........... Tahun Anggaran 20xx. 

(Apabila penerima hibah merupakan Badan dan Lembaga serta Ormas dengan pagu 
hibah paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) maka 
dicantumkan ketentuan penggunaan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) 
dari hibah yang diterima untuk emberdayaan e onomi m asyarakat, dengan 
memberikan bantuan berupa g . g e . ·t p 5 .000.000,00 (lima juta rupiah) 
kepada m a syarakat.) 

Pasal3 
Jumlah Hibah 

PIHAK KESATU memberikan Hib Da erah kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk 
u g ' besar Rp ........................... ,00 ( . .. ......... ... . ....... . rupiah) 

Pa al4 
Sum ber Hib 

Bel ja Hibah sebagaimana dimaks d pada Pasal 3, bersumber dari Anggaran 
Pendapa tan Belanja Kabupa en asikmala a Tah ggaran 20xx. 

Pasal 
Pemindahbukuan 

Belanja Hibah sebagaim a dimaksud dalam Pasal3, ·pind bukukan k rekening 
PIHAK DUA Nomor Rek ening ...... ata s nama ...... p da Bank ... ...... . 

Pasal 6 
Pertanggungja aban 

PIHAK KEDUA sebagai Pen erim a Hibah bertanggungjawab ter adap Belanja Hibah 
Daerah sesuai den gan ketent an pera turan perundang-undan gan. 

Pa sal 7 
Pelaporan 

PIHAK KEDUA berkewajiban unt k menyampaik laporan pertanggungjawaban 
penggunaan Belanja Hibah sesuai dengan ke entuan perundang-undangan kepada 
PIHAK KESATU. 

Pasal8 
Penutup 

Hal-hal yang belum danj atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Belanja Hibah 
ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam addendum berdasarkan 
kesepakatan PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian 
Hibah Daerah ini. 
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Demikian Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK 
KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 3 
(tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum. 

PIHAKKEDUA 

.. . ...... .. .. ..... ... ........ ... .... .. . .... 

PIHAK KESATU 
KEPALA PERANGKAT DAERAH 

.. .. ... .. .... .. ... ... .. . ... .. .... .... 
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B. FORMAT NPHD HIBAH BERBENTUK BARANG 

FORM NPHD (BARANG) 

NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG DAERAH 
ANTARA 

E R T H KABUP TEN TASIKMALAYA 
DENGAN 

.. . .... .... .. .. .. ... . ... ... ... .... . .. . .... ... . ... .. . .. .. ...... . .. . ... .. 

NOMOR: 
NO R: ...... ... .. ........ ..... ...... .... .. .... . 

NASKAH PERJANJ IAN HI AH DAERAH 
ANTARA 

PEMERINTAH UPATEN TASIKMALAYA 
ENGAN 

NOMO : 
OR : ...... ..... . ... ... ........ ......... . ... . . 

Pada h . ini, .. .. .......... Tanggal ....... .... Bu lan ....... .. ...... .. Tahun D a 
( .... . - .. ... -20xx), y g bertand tangan elib awah ini : 

1 . .... . ... ........ ... ....... . ... .. . pala SKPD ... ... , a lam h al ini be 
dan atas ama Pemerint 

a ikmal ya, berkedudukan eli 
asikmalaya, s elan 'u ya 'sebut P 

2 ......... .... .. .... ........ . .... . . .. ..... .. .... .. ........... . , alam h al ini berti dak untuk 
dan a ta s nama ... ... .. .. ..... , ber amat di Jalan 
... ...... ... .. .... se anj tnya diseb t PIHAK KEDUA. 

Dengan berpedo an p da: 
1. Peraturan Peme . tah mor 2 Tahun 20 2 ten tang Hibah Daerah. 
2. Peraturan Menteri Dal Neg ri Nomor 77 ahun 2 20 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor .. .. Tahun 20xx tentang 

Anggraan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ..... ; 
4. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor ..... Tahun 20xx tentang Penjabaran 

Anggraan Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran .... ; 
5 . Peraturan Bupati Nomor .. .. . Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah 

Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Be1anja 
Daerah; 

6. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: .......... tentang Pemberian Hibah kepada 
.... .. .. ............ Tahun Anggaran 20xx. 
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PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA SEPAKAT untuk membuat dan mengikatkan 
diri pada peIjanjian tentang Pemberian Hibah Barang Daerah dengan ketentuan dan 
syarat-syarat sebagai berikut : 

Pasal 1 
Identitas Penerima Hibah 

Penerima Hibah Barang Daerah dalam peIjanjian ini adalah .... . ....... ...... .. ........... . 

Pasal 2 
Tujuan Hibah 

Pembe ·an ibah Barang Daerah dari PlHAK KESATU kepa da PlHAK KEDUA harus 
dipergu an untuk .... ............... . ..... . ... ............... Tahun Anggaran 2 xx. 

Pasal3 
Jum lah Hibah 

PIH K KESATU memberikan Hibah Barang Daerah k epada PIHAK KEDUA dalam 
ben k ....................................... . 

Pa al4 
Su ber Hibah 

Belanj a ibah s bagaim a aksud p a Pa sal 3 , ber urn dari Anggaran 
Pendap atan Be1anja Kabupaten Ta· alaya Tah n An aran 20xx. 

Pasal 
Ben tuk Hibah 

Belanj a Hibah sebagaimana dimaks dalam Pa al ,dibe ·kan ke a a PIHAK 
KEDUA dalam bentuk Hibah Baran berupa .. .. ......... . .. ...... . .................. .. .. .. .... ..... . 

Pasal 6 
Pertanggungjawaban 

PIHAK KEDUA sebagai Penerima Hibah bertanggu gjawa terhadap Hibah Barang 
Daerah ses ai en gan ketentuan pera ran perun dang-undangan. 

Pasa1 7 
Pelaporan 

PlHAK KEDUA berkewajiban untu menyampaikan laporan pertanggungjawaban 
penggunaan Hibah Barang sesuai engan k tentuan perundang-undangan kepada 
PlHAK KESATU. 

Pasal8 
Penutup 

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Belanja Hibah 
Barang Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PlHAK dalam addendum 
berdasarkan kesepakatan PARA PlHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Perjanjian Hibah Daerah ini. 
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Demikian Perjanjian Hibah Barang Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh 
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 
rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum. 

PIHAKKEDUA 

...... .. . ... . . . .......................... 

PIHAK KESATU 
KEPALA PERANGKAT DAERAH 

................................ 

~UPATI TAS MAL/ 
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Demikian Perjanjian Hibah Barang Daerah ini dibuat dan ditandatangani oleh 
PlHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 
rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum. 

PIHAK KEDUA 

...... . . . ... . . .. ....... .. .................... 

PIHAK KESATU 
KEPALA PERANGKAT DAERAH 

.............. . ................... 



LAMPIRAN III 
NOMOR 
TENTANG 
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PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOM OR 22 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN 
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH 

A. FORMAT PAKTA INTEG S HIBA BERBE TUK UA G 

FORM AKTA INTEGRI AS 
IDBAHUANG 

PAKTA NTEGRITAS 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
Jab tan 
Alam t 

Berkenaan dengan b tuan y g kami e ari e rin Ka bupaten 
Tasikmal ya untuk .......... ............ . . .... .. ... ...... ............... ........ ... ..... ........ ... .... ......... . 
sebe ar Rp .... ... .... . .. ........... .. .. ( .......... ..... ............................ .. ................. ... .. ....... ) 

Dengan ini menyatakan: 

1. B n ar, kami telah m ene ' au g sebe ar R .. ........... .. .. ......... . .. ... ............. . 
s cara utuh untuk dipergun an eb g ' ana e tinya. 

2. Bersedia empertanggun gjawabkan pen ggunaan h ibah se u ai prop sal yang 
k ni ajukan den gan s baik-baiknya. 

3. Be e 'a m enggun akan h ibah uang yang dite ' a u n tu pe berdayaan 
eko omi rna yarakat. (Dican mkan apabila penerima h ibah meru pakan Badan 
dan Lem baga serta Ormas dengan pa hibah paling sedikit p2 5 .000.000,OO 
(dua puluh lima juta rupi ) dengan memb rikan bant an erupa uang paling 
sedikit Rp5 .000 .000, 0 (limajuta piah) kepada asyar at) 

4 . Melaporkan pelaksana kegiata n kepada Bup ti Tasikmalaya melalui 
Perangkat Daerah terkai selambat-lam atnya 1 (satu ) bulan setelah kegiatan 
selesai. 

5. Penerima hibah bertanggung j wa ecara ormal dan material atas penggunaan 
hibah yang diterimanya. 

6. Penerima hibah bertanggung jawab sepenuhnya atas hibah yang diterimanya 
termasuk apabila teIjadi hal-hal yang mengakibatkan delik hukum pidana atau 
perdata. 

Tasikmalaya, ......... .... .. ..... . ... ... . 
Yang membuat pernyataan 

Materai Rp 10.000" 

(Nama Jelas) 
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B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS HIBAH BERBENTUK BARANG 

A 

Yang rtanda tangan dibawah in i : 

Nama 
J ab tan 
Mam . 

FORM P AKTA INTERGRITAS 
HIBAH BARANG 

G RT S 

Berkenaan dengan bantuan yang k ami terima dari Pemerintah ab paten 
Tasikm aya berupa ............................ ... .. ................... sejurnlah .......... .. .. .. ... .. unit 

Dengan ini menyatakan: 

1. enar, kami te e ' a b arang berupa .. .. ...... .. ............ .. ... .. .. dalam 
k ea d an baik untuk dipergunakan seba airnana mestinya. 

2 . Ber 'a mempertan ~ngjawabkan peng naan hibah baran se u ai proposal 
yan ami ajukan den an e aik -b ' ya. 

3. el' kan pelaks aan egiat kepada Bupati Tas ' alaya mel i SKPD 
t rkait selambat-Iamba ya 1 (sa ) bulan setel kegiatan selesai. 

T sikmalaya, ......... ... ....... .... .... . 
Y g m em u t pernyata 

(Nama Jela s ) 
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C. FORMAT BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG HIBAH BERBENTUK 
UANG 

FORM BERITA ACARA SERAH TERIMA 
IDBAHUANG 

BERITA ACARA PENYERAHAN HIBAH 

Nornor: .. . .... .. ......................... .. . 

Pada ha i ini .............. Tanggal ....... ..... '" " . Bulan ..... . ... ... Tah n .. . ........... . 
be empat di Perangkat Daerah terkait .. . ........ , kami yang bertandatang _ di awah 
. i: 

1. Nama 
NI 
Ja atan 
Alr at 

Selanju ya di ebut PlHAK PE TAMA. 

2. arna 

Selanjutnya disebt t PIHAK "EDUA. 

PlHAK PERTAMA telah enyerahkan hibah kep ada PlHAK K A sebesar 
Rp .... . ... ......... , .. ... ,......... .. . . ... .......... .... .......... .... .... ... } untu digunakan sebagai 

Selan' ya dalam rangka pe aks aan p rin ip an p aransi d u tabilitas, 
PlHAK KE A waji m e y aikan laporan pertan ngj w ban penggunaan 
hibah ter ebut 1 epada Pern rintah abu aten a ikmaIaya . e1 ui PlHAK 
PERTAMA sesuai en gan pe aturan p ru d g-un d gan y . g bed u 

Demikian eri a Acar in' dibuat untu apat dipergu akan s bagairnana rnestinya. 

PlHAK KED PlHA PERTAMA 

(Nama Jelas) (Nama Jelas) 




